BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
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BUPATI NATUNA,

bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai
perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah di
Kabupaten berwenang untuk menetapkan kebijakan
pelaksanaan APBD;

bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara
lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai
perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna;
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bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017
tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawali Ti@ak Tetap di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lem‘paran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapakali tefakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Ka‘?upaten Rokan Huylu, Kabupaten quan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembgran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor' 107, Tambahaﬁ Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsj Kepulauan Riau (Lemb@ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 ’Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor, 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lemabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indongsia Nomar 4438);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2(?11 tentang
Pembentukan | Peraturan Perundang-undar;gan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); |
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244,’ Tambaghan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); ‘
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Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Négeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Pro?okoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggéta Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 4’7, Tambahan Lemharan Negara
Republik Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambak_han
Lembaran Nege;ra Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipi] (Lembaran Negara
Republik Indoﬂesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedo;znan Pengelolaan Keuang:an Dae‘rah,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atgs Peraturan Mer;teri
Dalam' Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahuh 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemeritah (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Norhor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2016 Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nafuna Nomor 3 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daierah (Lembaran‘ Daerah‘ Kabupaten
Natuna Tahun 2017 -Nomor 3);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014
Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2017
tentang perubahan Peraturan Bﬁpati Natuna Nomof 53
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daergh Kabupaten Natuna
Tahun 2017 Nomor 34). | |
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MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NATUNA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NATUNA.

Pasal |
Peraturan Bupati Natuna Nomor 36 tahun 2017 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017
(Berita Daerah Kabupaten Natuna tahun 2017 Nomor 50);
Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan disisipkan 1
ayat menjadi ayat (la), ayat (2) disisipkan 1 Ayat
menjadi ayat (2a) dan Ayat (3) disisipkan 5 Ayat menjadi
Ayat (3a), Ayat (3b), Ayat (3c), Ayat (3d) Ayat (3e)

sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

| Pasal 8

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah dan
Luar Daerah sebagaimgna dimaksud pada pasal 4 ayat
(1) huruf a dan hutuf b terdiri atas komponen-
komponen sebagai berikut:

a. uang harian;

=

biaya transportasi;

2

biaya penginapan;
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Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri
sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1)” huruf ¢
terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

a. Dbiaya transportasi;

uang harian;

uang representasi;

biaya asuransi perjalanan; dan/atau

o oo o

biaya pemetian dan angkutan jenazah.

Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah
dan Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a terdiri atas:

a. uang makan;

b. uang transportasi ]fokal; dan

c. uang saku

Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (la) huruf b terdiri

atas: ' v

a. biaya penginapan;

b. uang makan;

c. uang saku; dan

d. uéng tranéportasi lokal.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b terdiri atas:

a. Dbiaya perjalanan dari tempat kedudukan sampai
tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan
termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/
pfelabuhan keberangkatan dz«gn kepulangan;

b. retribusi 3;ang dipungut di terminal Bus/stasiun/
bandara/pelabuhan keberangkatan dan
kepulangan.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1a) huruf a terdiri atas:

a. biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf a, termasuk biaya transportasi ke terminal

bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya
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transportasi dari terminal bus/ stasiun/Bandar
udara/ pelabuhan;

airport tax dan retribusi yang dipungut di terminal
bus/stasiun/Bandar udara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan;

biaya aplikasi visa; dan

biaya lainnya ~dalam rangka melaksanakan
Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di

Negara penerima.

(3b) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada

(3¢)

(3d)
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ayat (1a) huruf d terdiri atas:

a.

Biaya asuransi Perjalanan yang menanggung biaya
asuransi perjalanan selama dalam  Moda
Transporta}si yang termasuk dalam harga ‘giket
Moda Transportasi yang digunakan;

biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya
kesehatan selama melaksangkan tugas Perjalanan
Dinas Jabatan; dan

biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya
asuransi perjalahan selama dalam Moda
T*‘ansporta}si dan biaya‘ keseha‘\tan selama

melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan.

Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3b) huruf a dapat dibayarkan dengan ketentuan

dalam hal bidya asuransi perj;alanan menjadi satu

kesatuan dalam harga tiket Moda Transportasi.

Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3b) huruif b dapat dibayarkan dengan

ketentuan:

a.

C:

Pelaksana SPD tidak memiliki asuransi kesehatan
atau sejenisnya yang berlakp di dalam dan di luar
negeri  serta dibebankan pada’ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

sesuai jangka waktu pelaksanaan Perjalanan
Dinas sebagaimana tercantum dalam SPPD; dan
klasifikasi asuransi perjalanan sesuai dengan

golongan Perjalanan Dinas.
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(3e) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3b) huruf c dapat dibayarkan dengan ketentuan:

a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3c) dan ayat (3d); dan

b. belum diberikan asuransi perjalanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3d) huruf a dan huruf b.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf ¢ merupakan biaya yang diperlukan untuk

menginap:

a. dipenginapan; atau

b. di tempat menginap lainnya.

Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya

penginapan atau bukti pertanggungjawaban

penginapan h'lilang/ rm.jusnah sepagaimang dimaksud
dalam ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari bijaya
penginapan di Kofa tempat tujuan sebagaimana
diatur dalam keputusan bupati mengenai standar
satuan harga;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud gada
huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf d dapat diberikan kepada Peje;;bat Negara,

Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris ‘Daerah ’dan

Pejabat Eselon Il selama melakukan Perjalanan Dinas

Jabatan;

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1)'huruf e dapat diﬂerikan keiaada Pejébat

Negara yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan

Luar Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di

tempat tujuan; \' | | |

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud

dalam ayat (7) sudah termasuk biaya untuk

pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak;

Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi
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penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya
angkutan jenazah; “

(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas  Jabatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan
pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. |

Agar sétiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
tanggal 25 _juwvit 20(8

Diundangan di Ranai

pada tanggal 2< Awwi 203

SEKRETARIS DAERAH
W KABUPATEN NATUNA g#-

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 3¢
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